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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BANGGAI LAUT,

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut
merupakan Daerah Pemekaran Kabupaten Banggai
Kepulauan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013,
sehingga belum mempunyai Peraturan Daerah tersendiri;
bahwa untuk mengatasi kefakuman dan kekosongan dalam
pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Banggai laut, demi
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih
mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan tentang Pajak Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Banggai Laut; :

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor (5049);
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Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5398);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI
LAUT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat Daerah sebagai wunsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai Laut.

5. Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Pajak Daerah
adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan
melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten
Banggai Laut.
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Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di
bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undang yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang Meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan
Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang -
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
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terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan dibawah permukaan tanah. :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
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diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
dibidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menbjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
wajib pajak atau  retribusi serta  pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
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Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah poko pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang..

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan atau
denda.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2
Jenis pajak yang dipungut Kabupaten Banggai Laut terdiri
dari :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
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i. Pajak Bumi dan Bangunan;
j- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3
Pajak dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB IV
TARIF PAJAK

Pasal 4
Besarnya Tarif Pajak masi mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan pajak.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan Penetapan Bupati dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakansendiri
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
SKPDKBT.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6
(1) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang
telah ditentukan dalam SKPD dan STPD, SKPDKB dan
SKPDKBT.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati.



(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 7
(1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(3) SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi
persayaratan yang ditentukan dapat memberikan
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 8
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

diberikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku
penerimaan.

»

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sjenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat.

Pasal 10

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati

Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak masi
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 2 September 2013

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT //

-

-

4 MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 3 September 2013

SEKRETARIS DAERAH 4
KABUPATEN BANGGAI LAUT

RQANUD SUKILI
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